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1. Pendabuluan

Pemerintah mengeluarkan Duna Desa dengan tujuan terfentu, yvaitg
untuk membiayvai  penvelenggarnan  pemerintahan, pembangunan,
pemberdaynan masyarakat, dan kemasyarakatan (Peraturan Pemerintah Mo
60, 2014). Faktanva banvak Dana Desa yang tidak digunakan sesual dengan
peraturan yang berlaku, sehingga tojuan pemerintah tidak terlaksana sesuai
Joke Widodo yang menyebutkan sebanyak oo kepala desa tersangkut kasus
hukum akibat penyalahgunsan mengenal Dana Desa. Belion menyatakan
bahwa Dana Desa bebas dikelola oleh desa seperti untuk membangun
infrastruktur, jalan desa, irigasi atau untuk membendung sungai, tetapi tidak
boleh dipakai untuk kepentingan pribadi pengelola (Supriadin, 2017).

Terjadinya penyalahgunaan Dana Desa dapat disebabkan aleh berbagai
macam faktor, diantaranya adalah masysrakat tidak terlalo terlibat dalam
proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, terbatasnva kompetensi
kepala desa dan perangkat desa, tidak optimalnya lembaga desa yaitu Badan
Permusyawaratan Desa, serta biaya paolitik yang tinggi dalam pemilihan
kepala desa (Candraditys, 2017), Melalui faktor-faktor pemicu
penyalahgunasn Dana Desa, aparat desa melakukan penyalabgunaan dengan
menggunakan berbagal macam modus. Modus tersebut antara lain markup
proyek, penggelapan dana, kegiatan stau program fiktif dan pemotongan
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anggaran (Irawan, 2017), dimana dalam penerapannya tidak diperlukan
teknik atau keterampilan tertentu karena yang perlu dilakukan hanya
perubahan terhadap dana yang dikelola.

Contoh kasus penyalahgunaan Dans Desa ditunjukkan dengan
dinyatakannya Kepala Desa Bringin, Kecamatan Bringin sebagai terdakwa
pada sidang Pengadilen Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam kasus
penvalabgunaan Dana Desa di tahun 2011 - 2012 (Senjaya, 2014). Dana yang
ada direkening desa dicairkan oleh kades bukan hanya untuk keperluan desa
tetapi jugs digunakan untuk keperluan pribadi. Dari total dana sebesar
Rp180.000.000,00 digunakan oleh Kades sebesar Rp103.000.000,00 univk
keperluan pribadi. Kasus yang sama juga terjadi pada Desa Popongan
Kecamatan Bringin, kepala Desa Popongan vang bernama Muhsin Sunarni
melakukan penyalahgunasn Dana beras miskin pada tahun 2009 - 2012
(Putranto, 2013). Kepala dess menggunakan dana beras miskin sebesar
Rp284.462.060 dengan cara menjual beras miskin kepada pihak lain yang
bukan penerima beras miskin, Fenomena penyalahgunaan Dana Desa di Desa
Bringin dan Desa Popongan, Kecamatan Bringin tidak menutup kemungkinan
dapat terjadi kemnbali di tahun-tabun berikutnya, schingga penelitian ini ingin
melihat secarn mendalam terkait potensi terjadinya penyvalahgunaan dalam
pengelolaan Dana Desa di kedua desa tersebut, serta apa yang menjodi motif
dan hambatan terjadinya kecurangan dalam pengelolsan Dana Desa.
Penelitian ini juga dilakukan untuk membandingkan kedoa desa yang penah
melakukan kecurangan dalam mengelola keuangan desa,

Peneliting terkait penyalahgunaan Dana Desa adalah penelition yang
berudul potensi froud dan strategi anti fravd pengelolasn keuangan desa.
Potensi fraud dalam pengelolaan kevangan desa dapat dilihat dari 4 sisi vaitu
regulasi, tata kelola, pengawasan dan sumber doya (Seputro, Wahyuningsih,
dan Sunrowivati, 2017). Penelitian lain yang terkait dengan penelitian Dana
Desa adalah analisis problematika pengelolaan keuangan desa studi
perbandingan pada desa Blang Kolok I dan desa Blang Kolak I Kabupaten
Aceh Tengah, Hasil penelitiannya menyatakan darl lima siklus pengelolaan
keuangan desa terdapat tiga siklus yang berbeda antara dua desa tersebut,
vaitu siklus perencanaan, pelaporan dan pertanggungajawaban. Dari
perbedaan tersebut di desa Blang Kolak IT lebih baik sistem pengelolaan
keuangan desanya dari pada desa Blang Kolak I, karena di desa Blang Kolak 11
pengelolaan keuangan desa telah mengikuti syarat dan ketentuan vang ada.
Masalah vang muncul di desa Blang Kolak 1 yang mengakibatkan pengelolaan
keuangan desanya buruk adalah lemahnya pengetashuan sparat desa,
partisipasi I untuk menjadi aparat desa dan pengawasan (Mondale,
Alinmin, dan Fahlevi, 2017). Selain dua penelitian tersebut, penelitian yang
jugs berhubungan dengan Dana Desa adalah penelition tentang potensi
penyalahgunaan Dana Desa dikaji menurut Peraturan Menteri Dalam Negen
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No 37 tahun 2007 tentang pengelolaan kepangan desa. Penelitiannya
menyatakan potensi penyalahgunaan ADD adalah tindak pidana korupsi vang
dilakukan oleh aparat desa, modus vang digunakan adalah dana digunskan
untuk kepentingan pribadi aparat desa, memanipulasi laporan ADD, ADD
tidak digunakan sesuai dengan persturan, membuat kegiatan yang
sebelumnya belum direncanakan, ADD digunakan untuk program lain, dana
digunakan untuk setoran PBB, pembelian aset desa, aparat desa menggukan
ADD untuk kegiatan kemasyarakstan yang seharusnya dananya bukan dari
ADD (Yulianah, 2015). Agar penyalahgunaan dana kemungkinan kecil terjadi
maka harus ada pengawasan disetiap penggunasn ADD.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfast untuk memberikan
pengetahuan dan wawasan tentang pengelolazn Dana Desa; bagi Desa Bringin
dan Desa Popongan penelitian ini diharapkan dapat menilai dan mengevaluasi
implementasi dari tahapan-tahapan dalam pengelolaan Dana Desa, Bagi
penelitian selanjutnya, memberikan informasi tentang pengelolaan Dana Desa
dan strategi terhadap terjadinya potensi-potensi fraud.

2. Tinjauan Pustaka
at. Donag Deso

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa vang ditransfer melalui
Anguaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten,Kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembagunan
pembingun  kemasyarakatan dan pemberdaysan masyarakat (Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomer 8, 2016). Pengelolaan Keuangan Desa
adalah kesefuruhan kegintan vang meliputi perencanaan, peloksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungawaban kenangan desa (Peraturan
Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 113, 2014). Berikut disajikan
gambar mekanis tentang Siklus Pengelolaan Keuangan Desa:
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Gambar 1
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumbur : Widodo, ef al, sa15

Tahap pertama adalah perencanaan, aparat desa
menyusun/menganggarkan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Rancangan
Peraturan Dess tentang APBDesa yang telah disepakati akan dievaluasi oleh
Bupati/Walikota sesusi dengan kepentingan umum dan peraturan undang-
undang, jika rancangan yang dibuat aparat desa sesuai maka skan menjadi
Peraturnn Desa, tetapi jika tidak sesuai maka aparat desa akan melakukan
perbaikan lugl hingga disetujui oleh pihak pihak yang berwenang. Tahapan
kedua adalah pelaksanaan, aparat desa merealisasikan perencanaan yang
telah disusun dengan melaksanakan Peraturan Desa yang telah dibuat, dari
pelaksanaan tersebut akan muncul penerimaan dan pengeluaran desa melalui
rekening kas desa dan harus ada bukti lenghkap dan sah, Pelaksanaan kegiatan
saal mengajukan dana harus disertai dengan dokumen pendukung seperti
Rancangan Anggaran Biaya vang sudah diverifikasi oleh sekretaris dan kepala
desa. Tahapan ketiga adalah penatausahaan. dalam kegiatan penatausahaan
dibutubksn bendahara desa untuk mencatat setiap penerimaan dan
pengeluaran pada buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
Pencatatan digunakan untuk membuat laporan pertanggungjawaban setiap
bulan dan dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutmya. Tahapan
keempat adalah pelaporan, aparat desa membuat luporan realisasi
pelaksanaan APBDesa sebanyak 2 kali, yaitu laporan semester pertama dan
laporan semester akhir tahun. Laporan tersebut akan disampaikan kepada
Bupati/Walikota cleh kepala desa dengan batas waktu tertentu. Laporan
semester pertama paling lama dilaporkan pada akhir bulan Juni tahun
tersebut dan laporan semester akhir tahun dilaperkan paling lama akhir bulan
Januari tahun berfkutnya. Tahapan terakhir adalah pertanggungjawaban,
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laporan  pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan APBDesa harus
diinformasikan kepada masyarakat melalui media vang dapat dijangkau oleh
masyarakat seperti papan pengumuman desa. Laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan AFBDesa berisikan pendapatan, belanja  dan
pembiayaan yang ditetaplan dengan Peraturan Desa. Lampiran yang harus
disertakan  dalam  pertanggungjowaban  sdalah  format Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaon APBDesa Tahun Anggaran
berkensan, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahlun
Anggaran  berkenaan dan Format Laporan Program Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang masuk ke desa,

Selain darl lima thap pengelobaan kenangan vang dilakukan oleh
aparat desa, pihak pemerintah juga berperan dalam tahap pengawasan,
Pemerintah Kobupaten/Kota memilikd kewajiban untuk membina dan
mengawasi pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan vang ada di Desa,

b. Kecurangan (Fraud)

Adanya masalah yang muncul dalam pengelolaan keunngan Dana Desa
dapat dilihat dari jenis kecurangan yang dilakukan oleh aparat desa. Fraud
atat kecurangan adalah kesengajaan seseorang dalam melakukan kesalahan
{(Najahningrum, 2013). Frand menurut ACFE adalah hahaya 'aten ataw keadan
yang sangat berbahava bila terjadi karena biss mengancam dunia.
Berdasarkan survey fraud yang dilakukan oleh ACFE pada tahun 2016 di
Indonesia terdapat tiga jenis kecurangan, berikut disajikan Tabel 1:

Tabel 1-1. Data Fraud Yang Paling Merugikan Di Indonesia

. Jumlah
No | Jenis Fraud asis Persentasze
K Eorupsi 178 77
Penyalahgunaan Altiva/Kekayaan
2 | Organisasi . %
3 | Penyvalahgunaon Laporan Kenangan 10 4%

Sumber : ACFE Indonesia (hagter, 2016,

Hasil survey menyatakan bahwa korupsi merupakin tndakan fraud
vang paling merugikan di Indonesia, karena dibandingkan dengan jenis fraoud
lainnya korupsi merupakan kasus vang paling banyak terjadi di Indonesia.
Korupsi adalah salah satu jenis kecurangan yang sangat sulit terdeteksi karena
didalam melakukan kecurangan tersebut ada kerjasama seseorang dengan
pibak lain dan semua pihak tersebut sama-sama menikmati keuntungan.
Penyalahgunaan aktiva mervpakan  penyulahgunaan vang inelibatkan
pencurian terhadap aset suatu entitas, Kecurangan laporan keuangan, entitas
membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
dengan maksud mencari keuntungan (Putra, 2012).

Kecurangan juga bisa diartikan sebagai penipuan vang dilakukan
seseorang secara sengaja dengan maksud untuk mengambil harta millk orang
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lain. Didalam pelaporan keuangan kecurangan terbagi menjedi dua yaitu
pelaporan  keuangan vang curang dan  penyalahgunaan  aktiva.
Penvalahgunaan keuangan yang curmng adalah penipuan kepada pemakai
laporan keuangan dengan melakukan salah saji vang disengajn, sedanghan
penyalahgunaan aktiva adalah pencurian aktiva yang terjadi pada perusahaan
(Arens, Elder, dan Beasley, 2014).

Berdpsurkan definisi kecurangan serta jenis dari kecurangan-
kecurangan tersebut penelitian ini akan melibat jenis kecurangan yang sesuai
dengan potensi kecurangan vang terjadi dalam pengelotaan Dana Desa.
¢. Kerangka Kerja Frawd Triangle

Kerangka kerja frawd triongle tersebut berkaitan  dengan
insentif/tekanan, kesempatan, sikap/rasionalisasi. Berikut disajilkan gambar
mekanis tentang keranghka kerja fraud triangle:

[ TaswarTobuns |
Summher © Arens, Elder daw Brestay, 014 .
Gambar 2
Segitiga Kecurangan (fraud triangle)

Kondisi pertama adalah insentif/tekanan. sesecrang melakukan
kecurangan karena adanya insentif/tekanan/dorongan vang menyebabkan
gesecrang tersebut berani melakukan kecurangan, Kondisi kedua adalah
kesempatan, seseorang memakukan kecurangan karena ada kesempatan dan
situasi vang tepat. Kondisi ketiga adalah sikap/rasionalisasi, sikap atau
tindakan tidak jujur yang dimiliki seseorang melalui pola pikir etaw
lingkungan vang ada. Berdasarkan tiga kondisi tersebut maka peneliti akan
melihat motif dan faktor pendukung terjadinya penyalahgunaan Dana Desa
yang terjadi di desa, diantara tiga kondisi tersebut yaitu tekanan/insentif,
kesempatan dan sikap/rasionalisasi (Arens, Elder, dan Beasley, 2014).

4. Metodologi Penelitian
a. Ohjek Penelitian

Ohjek penelitian ini adalah Dess Bringin dan Desa Popongan, kedua
desa tersebut berada di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Penelitian
ini dilakukan pada kedua desa tersebut karena pernah terjadi kecurangan
pada kedua desa yang dilakukan oleh aparat desa dalam pengelolaan
keunngan di desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah aparat desa.

]
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b. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian vang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif deskriptif dan pendekatan fenomelogi karena penelitian ini ingin
menjelasakan permasalahan secara detail dan mendalam terkait dengan
potensi penvalahgunaan Dana Desa dan berdasarkan fenomena yang pernah
terjadi pada objek penelitian,

Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data
primer. data primer didapatkan dari hasil wawancara secara bertahap yang
dilakukan oleh peneliti terhodap narmsumber dan observasi, data yang
dimaksud berupa informasi yang disampaikan oleh narasumber kepada
peneliti tentang pengelolaan keuangan Dana Desa vang berada didesa
tersebut. Observasi dilihat dari kesesuaian bukti dengan hasil wawanecara.

e. Teknik Analisis Data

Pada tahap awal yang dilakukan adalah melakukan observasi kepada
kedun desa untuk melihat keadaan desa dan meminta ffin untuk melakukan
penelitiun, setelah mendapat fjin dari plhak desa maka vang selanjutnyn
dilakukan adalah wawancara terbuka vaitu tanya jawab kepada aparat desa
untuk menggali informasi dan mencari potenss kecurangan dan motif vang
dilakukan oleh aparat desa. Hasil wawancara kemudian diverifikasi dengan
bukti pendukung vang ada di kantor desa, diolah menjadi data dalam bentuk
vraian singkst, dianalisis dan dijadikan acuan untuk  melihat potensi
kecurangan vang terjadi serta motif vang dilakukan.

4. HASIL
a. Desa Popongan

Desa Popongan terletak di JI. Soekarno Hatta No.31 Keeamatan Bringin
Kabupaten Semarang, Desa Popongan memiliki jumlah penduduk sebanyak
2.300 orang dengan jumlsh kepala keluarga 746 orang. Jumlah penduduk
vang berjenis kelamin laki-laki sebanvak 1.159 orang dan jumlah penduduk
perempuan sebanyak 1,143 orang. Désa Popongan memilild 3 RW vaitu dusun
Bantar, dusun Popongan dan dusun Petet dengan membawahi 14 RT. Berikut
disajikan gambar mekanis tenitang struktur Desa Popongan

e
= | e, s
I | T

Surmbher : Humsies Desa Popangar, 2018
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Gambar 3
Struktur Desa Popongan

Struktur organisasi Desa Popongan berawal dari kepala desa Popongan,
kepala desa berhak memberikan perintah secara langsung kepada sekretaris
desa, kepala seksi yang ada di desa dan kepala dusun. Kepala seksi yang
dimaksud adalah kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan dan
kepala seksi pelayunan sedangkan kepala dusun yang dimaksud adalab kepala
dusun Bantar, kepala dusun Popongan dan kepala dusun Petet. Sekretaris
desa juga berhak memberikan perintah langsung kepada kepals urusan
kevangan dan kepala urusan umum dan perencanaan. Berikut disajikan
gambar mekanis tentang struktur organisasi Desa Popongan :

:
i hrpia |
© R
i

Drganisasi Pajrongar
Siklus pengelolaan kevangan desa menurut Peraturan Mentri Dalam
Negeri Republik Indonesis Nomer 113 tahun 2014 terdirl dari lima tahap
valtu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungiawaban. Dalam melakukan lima tahap pengelolaan Dana Desa
tersebut aparat Desa Popongan membuat tim Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa atau sering disebut PTPKD. PTPKD ini bertugas untuk
mengelola Dana Desa dari awal perencanaan hingga pertanggungjawaban
yang dikelola oleh koordinator PTPKD, bendahara dan Panitin Pelaksana
(Panlak). Koordinstor tim pengelola keuangan adalah sekretaris desa,
hmdhhnlhmnnntdthhhurkmmmﬂnhﬂtkﬂmhﬁpd:
(Kasi) vang ada di desa yaitu kasi pemerintahan menjadi Panlak
, kasi kesta menjadi Panlak pembangunan dan pemberdayaan,
hﬂ‘pahymmmm]udl Panlak pembinaan. Berikut disajikan gambar mekanis
téntang PTPED :
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Sumber ; Hipnas Desa Poporgon, 3018
Gambar 5
Struktur Organisasi FTPKD
{Pelaksann Teknis WWM}

Perencanaan merupakan tahap awal dalam mengelola Dana Desa,
didalam pembuatan perencanaan Panlak membuat daftar rincian pengelolann
dmmwﬂFﬂ{Hmmehhmgﬁnuhnuﬂyu;uhhdthnhh
kepala desa. RKPD tersebut berisikan rancangan keris pemerintah desa
selama 6 tahun masa jabatan kepala desa, Setelah daftur perencanaan dibast
maka akan dilakvkan Musdes (Musyawarah Desa) vang dihadiri oleh
pemerintah desa, pihak BPD (Badan Pengawas Desa), pihak Kecamatsn,
dinas terkait, dan tokoh masyarakat. Musdes tentang perencanaan Dana Desa
di Desa Popongan bissanya dilakukan pada bulen Oktober tahun sebelum
Dana Desa digulirkan. Hal ini sesuai dengan vang disampaikan oleh Thu A
selaku Sekretaris Desa Popongan.

“Kalau anggoran pengeloloan dana desa pertama yang membuat mazing-
musing Penlak, Panlak nanti mengajukan kebuiuhan apa-apa aja tupd
kebutuhennye sudah ada di rencana kerja pemerintoh desa. Nah, dari RKPD
itu dimasubdean di APBDes, dari APBDes nanti dibuat RAB mbak. Kalau
APBDes sudah diseful df Musdes dibawa ke Kecamatan.”

Tihpnitnj:h}tuﬂ:hmdhﬂnjﬁdﬁhnm;ﬂluk_
APBDwes akan ditanda tangani oleh kepala desa, selanjutnya dikonsultasikan
dan diperiksa oleh pihak Kecamatan Bringin, Sekretaris desa akan melakukan
perbaikan jika dalam pemeriksann terdapat kesalahan. Kesalahan yang sering
mjndldnhmmmmﬁ?!ﬂmlnhdﬁhhﬁﬂnmhhhdmﬂdﬂ
beleh didanal menggunakan Dana Desa.

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dilabukan setelah dana dari
pemerintah diterima, penerimaan Dana Desa dilakukan melalui Rekening
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Desa atas nama kepala desa dan bendahara desa. Pengambilan Dana Desa
harus dilakukan oleh kepala desa dan bendahara desa sebelum berlakunya
surat kuasa, Saat sural kuasa berlaku kepala desa hanys memberikan surat
kuasa kepada koordinator PTPKD vaitu sekretaris desa untuk mengambil
Dana Desa bersama bendahara desa di kantor Bank Jateng Ungaran atau bisa
juga melalui Bank Jateng Kellling yang ada di Bringin.

Pencairan Dana Desa selama satu tahun dilakukan selama tiga kali
yaitu tahap satu sebesar 20 persen pada bulan Maret, tahap kedaa scbesar 40
persen pada Agustus dan tahap terakhir sebesar 40 persen pada Oktober. Sant
duna digulirkan tidak semua dana vang digulickan tersebut langsung
dicairkan, aparat desa hanya mengambil dana sesual dengan kebutuban yang
akan diganakan oleh Panlak vang sudah ada di daftar perencanaan APBDes,
Dana Desa vang sudah diambil langsung diberikan kepada Panlak. Sebelum
dana diberikan kepada Panlak Dana Desa akan dicatat terlebih dahulu oleh
Bendahara desa.

Jika dalam tahap pelaksanaan terdapat perbedaan harga antnra harga
rill atau harga pasar dan harga indeks atau harga menurat pemerintah, maka
akan memunculkan SILPA (sisa lebih perhitungan snggaran) sehingga
bendshara akan membuat laporan selisih harga vang sering disebut RAB
(Rencana Anggaran Biaya) sekitar bulan Agustus. Pencatatan dalam kasus
tersebut di RAB harus sesuai indeks tidak boleh lebih atnu kurang sedanghkan
di 8PJ (Surat Pertanggunglawaban) harus sesuai dengan harga rll saat
melakukan transaksi sedangkan dana SILPA akan digunakan oleh aparat desa
untuk membuat kegiatan baru. Hal ini sesuai dengan yang dissmpaikan oleh
Bapak K selaku Bendahara Desa Popongan.

“Nah nanti ado yung disebut dana SILPA. contohnya harga semen buat fisik
pembangunan, semen harga sotunya di RAB Rp. 55.000 tenyata horgo
riflnya ditoko sini okt pefaksenoan Rp. 41.000 dan pojaknig 10 persen
migalnype Rp. 4000 jodi harga semen Rp. 45.000, Sedangkan kita membuar
RABnya tedi mensggumakan Dena Dega sebesar  Bp. 55,000, jodi kita dapar
SILPA Rp. 10.000 per semennya. SILPAnya nann dituar kegiatan legi.”

Perhitungan pajak dalam pembelian barang dibitung dan dipotong oleh
bendahara desa, sehingga harga semua barang vang dimasukkan di SPJ sudah
dipotong pajak dan dilampir bukti pemotong pajak. Pembuatan SPJ dimulai
dari masing-masing Panlak membuat laporan atas kegiatan dari dana vang
diperoleh dori bendahara, setelah laporan itu selesai bendahara desa akan
mengumpuikan lTaporan untuk disusun antara laporan yang dibuat Panlak
dengan lampiran yang ada dibendahara desa yaitu buku kas bank, buku kas
umum dan boku pajak. Tohap selanjutnya vaitu sekretaris melakukan
verifikasi kelengkapan dokumen yang ada di SPJ, jika SPJ) sudeh benar maka
akan ditanda tangani oleh kepala desa dan dibawa ke kantor kecamatan untuk
dievaluasl. SPJ vang masih mengalami kesalahan akan dilakukan perbaikan
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dan dijika sudah benar akan dibawa ke kantor desa lagi untuk diberikan cap,
Terjadinya keterlambatan delam membuat 5PJ membuat pengguliran dana
tahap selanjutnya menjadi tertunda. Hal ini sesuai dengan vang disampaikan
oleh Thu A selakn Sekretaris Desa Popongan.

'ﬁmdﬂnwwmhhmm4mmwwmam
laomeepeirerrs kaya bukti-bukt] entah kececer atau apa sehingga harus revisi berkali-
kdi.ﬁmmwaﬁbn&uuﬂmhwmmdnuuhrﬂummﬂ‘mhﬁum,
badkern Juni itw kan tohap satu terakhie tha harus selama bidan Juli indban harus
mm&mmwwmmmmmm
dana turun bulan Juli ind kan September baru furun”

Tahapan ketign adaluh penstausahasn, Bendahara Desa Popongan
dalam penatsusahasn memiliki buku wajib yang harus dibuat yaitu buku kas
umum, buku pajak, buku bank, berita acara serah terima kas dan berita acara
pemeriksaan kas, Buku kas umum dibuat untuk mengetshui pengelolaan
hemnpndmmhmlmhn.hnhh:mkmtuhmummmm
sudah dipotong, bubu bank yaitu buku untuk mencatat pengeluaran dan
penerimaan dana yang ada dirckening desa, berita acara pemeriksaan kas
umtuk mencatat uang yang ada dibendahara das diperiksa kepala desa setiap 3
hulmukﬂl.htﬂhﬂuunhtnimahﬂ:unmkmumbuﬁnﬂhnﬂum;
daﬁhmﬁhmdmhhnhkjihmuﬂn;huﬁndlhmhhﬁiﬂp
1.000.000 maks harus menggunaken materai. Masing-masing Panlak dalam
pengelolaan kevangan Dana Dess bertugas membuat buku pembanty
hﬂuthpmhnmhtﬁmmﬂthMnﬂmnmmwmdlh
Panlak dalam membuat SPJ. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh
Bapak K selaku Bendahara Desa Popongan.

‘bendahara the memiliki 5 buku yoang harus ditnt goitu buky kas wmem,
buku pajak, buky bank, berite acara serah terima kas sama berita acurg

pemeriksaan kas, ity nant! dijedikan lampivan saat beat SPI mbak, yang
serah terima tadi itu horus pakaf materei kolau diatas Rp.t.000.000"

Tahap keempat adalah pelaporan, Sekretaris desa membuat laporan
ruﬁ;uipullhuunﬁ?lbuuhmuhhunuhmpkdukﬂiﬂimhpum
wemester awal yang dilaporkan pada bulan Juli dan laporan semester akhir
tahun yang dilaporkan pada bulan Januari, Laporan realisasi APBDes
semester pertama berisikan jumlah Dana Desa yvang sudah terealisasi dari
jumlah yang dianggarkan oleh desa, sedangkan laporan realisasi APBDes
:kﬂrhhuuﬂnnhmnnpemmun;jmﬂmﬁnﬁpﬂdmnunﬁhh
jumizh anggaran yang sudah terealisasi keseluruban selama satu tahun
dtthmpimmbuﬁmﬁalinlmmidmpnpn;ﬁmm&h
Tbu A selaku Sekretaris Desa Popongan.

ﬁmmmmmmmwmw
pmhmmmmmsmquhwmm
berapa dipakai berapa sisanya berapa. Nanti di akhir Desember buatnpa
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laperan pertanggungiawaban, yang jadi perbedoan kalou laparan realisasi

pelaksanoan  cuma  sampat done  ini saje fopi  kofow  faporan

pertanggungiawaban ado tombahan logi ade kekoyaan milik desa, loporan
program pemerintoh don permerinioh desa pong masuk ke desa, den
faporan realisasi APRDes perbidang koldow todikon diecer,”

Tahap terakhir adalah pertanggungjawaban, laporan
pertenggungjawaban realiasi pelaksanaan APBDes vang sudah dibust akan
disampaikan kepada pihak kécamatan oleh aparat desa. Penyusunan liporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akan dilakukan
musyawarah desa terlebih dabulu karena laporan tersebut disusun
berdasarkan peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban juga memiliki 3
lnmpiran yang wajib dilampiran vaitu laporan pertanggungiawaban realisasi
pelaksanaan APBDes vang berisikan pendapatan, belanja, pembiayaan secara
lebih ringkas, laporan program pemerintah dan pemerintah desa vang masuk
ke desa dan laporan kekayvaan desa tahun berkenaan.

Aparat desa melakuknn pertanggungiawnban kepada masyarakat desa
dengan menempelkan APBDesa di kantor desn sebagni bukti pendapatan
Dana Desa setinp kali Dana Desa tersebut digulirkan. Dengan adanya
APBDesa yang ditempel tersebut aparat desa bermaksud memberikan
informasi kepada masyarakat desa dalam pelaksanaanya. Sebagal bukti yang
liadn aparat desa jugs memperbolehkan masyvarakat untuk melihat SPJ vang
dibuat oleh desa jika masyarakat merssa ragu. Hal ini sesuni dengan yang
disampaikan oleh Bapak M selaku Kepala Desa Popongan.

Iy odo pertanggungimwabon, pertama kami bertunggungiowabya

kepada BPD kerena wakil dori masyarakat desa, kalou loporan sepert] SPJ
it siapa ajen boleh lhat, kokeu yarg ditempel kaya dibalod desa atau rempat

strateghs iu APEDesnya.”

b. Contoh Pemarnfaatan Dona Desa { Pembuatan Jembatan
Kalijali}

Masyarakal melakukan musvawarah disetiap RT untuk membahas
pembangunan vang akan dilakukan, hasil musyawarah RT yaitu
membangunan jembatan kalijali vang akan dirondingkan kembali sast
melakukan Musyswarah Dusun {Musdus). Setelah melakukin musdus untuk
membangunan jembatan kalijali, kepala dusun menyvampaikan hasil
musyawarah kepads aparat desa untuk dibahas saat ada musdes ningga skan
muncul di APBDes. Setelah APBDes ditetap maka tahap selanjutnya
melakukan pembangunan yang sudah diprioritaskan seperti pembangunan
Jembatan kalijali,

Sebelum melakukan pembangunan Panlak yang bertanggung jawab
vaitu Panlak pembangunan dan pemberdayaan membuat SPP (Surat
Permintaan Pembayaran) untuk mencairkan dana, SPP juga sebagai syarat
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meminta surat rekomendasi pencairan dana dari kecamatan. Saat dana cair
bendahara desa akan melakukan pematongan pajak secara langsung sebelum
dana yang akan dibelanjakan diberikan kepada Panlak,

Dana yang diberikan bendahara kepada Panlak akan diberikan lagi
kepada anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPX) untuk belunja yang berkaitan
dengan pembangunan jembatan kalijali. Nota yang didapat oleh TPK akan
diberikan kepada Panlak pembangunan dan pemberdayaan untuk menyusun
SPJ dan mencatat pengeluaran di buka kas pembantu kegiatan milik Panlak
SPJ Panlak yung sudah selesai dan dilampiri dengan bukti-bukti terkait
seperti nota dan foto-fote kegian akan disatukan menjadi satu oleh bendahara
dan dilampiri oleh buku yang dibuat bendshara. SPJ yang sudah lengkap
ukan diverifikasi oleh sekretaris desa dan jika sudah diverifikasi dan tidak ada
kesalahan akan dibawa ke kecamatan untuk dicek. Hal ini sesuai dengan vang
disampaikan oleh Ibu I selaku Panlak Desa Popongan.

“Ldng eair nanii lewamya sapn duly, dorl saye nontl vangnya ke TPK uniuk
dibelonjukan. TPK belanja mamti dapat bukes diberikon hmfﬂgi, soainya
nanti laporannya sope yong nyusun, setelah iy buktinga akan diserahkan
kebendahara sebagai hukti kalay sudah belarga dan penpesuaian pajak. tapi
sebelum wang cuir nanti Panlok herus buat SPP duli,”

& Desa Bringin

Desa Bringin terletak di jalan Dipotegoro No. 123 Kecamatan Bringin
Kabupaten Semarang, desa int memiliki kepadatan penduduk sebanyak 5,714
orang dengan jumlah perempuan sebanyak 2 818 orang dan jumlah laki-laki
sebanyak 2.896 orang. Desa Bringin memiliki & dusun yaito dusun Krajan,
dusun Karanglo, dusun Klopo, dusun Bojong, dusun Senggrong dan dusun
Kroyo, dari 6 dusun tersebut Desa Bringin memiliki 35 RT. Berikut disajikan
gambar mekanls tentang stuktur Desa Bringin :

| DESAmBINGN |
, !
L AW B} | mwa | [ wws | Rirs |
l !
EAEAELNEEAEAED
! I l
[pe] [ww] [m] [=] [Oe=] =]
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Strukiur Desa Bringin

Struktur organisasi Desa Bringin dimulai dari adanya kepala desa
Bringin, kepala desa berhak memberikan perintah secara langsung kepada
sekretaris desa, kepala seksi vang ada di desa dan kepala duson. Kepala seksi
vang dimaksud adalah kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan
dan kepala seksi pelavan sedangkan kepala dusun yang dimaksud adalah
kepala dusun Krajan, kepala dusun Karanglo kepala dusun Bojong, kepala
dusun Klopo, kepala dusun Senggrong dan kepala dusun Kroyo. Sekretaris
desa juga berhak memberikan perintah langsung kepada kepala urusan
keuvangan dan kepala urusan umum dan perencanaan. Berikut disajikan
gambar mekanis tentang stuktur organisasi Desa Bringin :

[ Bagals o theimgin |

l I- e ama
Fomeraishis | emapihdbiiei [
| } b ! | )
Erpati Eorpals Krpels Borpske Bl Kagais
Druitaiu ‘Eunm I Craamn Trmmm. [ i iy
Moy I g Dessoryg [0 Srcggrep Lrrng
Gambar 7
Struktur Organisasi Desa Bringin

Siklus pengelolaan Dana Desa di Desa Bringin juga terdird dari lima
tahap vaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahasn, pelaporan dan
pertanggungjawaban, untuk melakukan pengelolaan Dana Desa aparat desa
juga membentuk tim PTPKD supaya mempermudah dalam melakukan

pengelolaan dana di Desa Bringin. Berilon disajikan gambar mekanis tentang
FTPKD:
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KAardinita
|
Socinege
. l
Em Frerrodahen ok K _I

Bamber ; Humas Desa Bringin, goi8

Gambar §
Struktur Organisasi PTPKD {Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa)

Tahap Perencanaan di Desa Bringin diawali dengan adanya
musvawarah dari masing-masing dusun pada bulan Mei, musdus inl
dilalkukan untok membahas kegistan yang akan diajukan oleh dusun tersebut
kepada desa. Kegiatan vang sudah disepakati dalam musdus akan dilaporkan
kepada Panlak untuk diverifikasi sesuai dengan RKPD sebelum dilakukan
musyawarah berikutnya. Pada bulan Juli atau Agustus aparst desa akan
melakukan musvawarah perencanaan pembangunan desa untuk memutuskan
keglatan yang akan diprioritaskan dalam perenconaan desa dari daftar yang
dibuat oleh Panlak, Keputusan tersebut disepakati bersama dengan semua
peserta  seperti pemerintah  desa, pihak kecamatan, BPD dan tokoh
masyarakat. Kegiatan vang sudah dipricritaskan akan dilakukan pengecekan
langsung ke lapangan untuk dicek keakurstannys, Setelah semua tahap
tersebut selesal maka wkan dibuat APEDes vang akan disahkan oleh kepala
desa, APBDes vang sudah disahkan skan dikonsultasikan dan diperiksa oleh
Kecamatan Bringin. Jika ada kesalahan dalam pembuastan APBDes maka
pihak aparat desa wajib melakukan revisi dan dikembalikan kepada pihak
kecamatan untuk diperiksa ulang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan
oleh Tbu Y selaky Sekretaris Desa Bringin.

“Biasanya kito owalings darl musyowarah dusim jodi setiap disun

melakukan musyousarah wntuk menfaring aspirasileh dart bawah, ity nanti
setelah ada kesepaketan df dusum ftu apa sain yang akan diusulkan kedesa,
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nanti ko ada tim perayusien buat lihat i biso masuk atay Hdak, terus
nanti ada rusrenbangdes atow muspowarah rencana pembangunan desa,
nah it semua aspek masyarakat datang lengkap kita bahas distty uswlan-
wserlan disun mana pang difedikan prioritas, Seteloh disepakati nanti kami
turun kelapangan untuk cek yang sudah diprioritaskan todi, sebenernya
setelah dicek kelapangan itu bener-baner atau Hdak wetuk diprioriteskan.”

Tahap kedua adalah pelaksannan, pengguliran Dana Desa selama sata
tahun dilakukan selam tiga kali yaitu tahap saty pada bulan Maret sebesar 20
persen, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40 persen dan tahap tecakhir
pada bulan Oktober sebesar 40 persen. Walaupun Dana Desa pencairannya
terjadi pada bulan Maret tetapi APBDes akan tetap berjalan mulai dari bulan
Januari, sehingga dana yang digunakan pada bulan Januari sampai tabiap satu
bergulir aparat desa sepakat untuk menggunkan pendapatan desa yang ada
terlebih dahulu atau menggunakan sebagian gaji aparat desa secara bersama-
sama untuk pembayaran yang harus segera dibayarkan.

Penerimaan Dana Desa dilakukan melalul Rekening Desa di Bank
Jateng atas nama kepala desa dan bendahara desa. Pengambilan Dana Desa
dilakukan oleh kepala desa dan bendahara desa sehelum berlakunya surat
kuasa. Saat sarat kuasa berlaku kepala desa hamya memberikan surat kuasa
kepada sekretaris desa untuk mengambil Dana Desa bersama bendahara desa.
Pengambilan uang harus ada surat rekomendasi dari kecamatan, jika tidak
ada surat rekomendasi dari Camiat maka vang yang akan dicairkan tidak bisa
mencair, Desa mengambil uang vang ada di bank sesuai dengan kebutuhan
yang teloh dibuat pada RPD (Rancangan Penggunsun Dana) perbulannya,
RPD tersebut dibuat setelah APBDes ditetapkan dan langseng dibuat selama
12 bulan.

Pencairan Dana Desa vang dilakukan oleh bendaharn dun sekretaris
desa akan langsung diberikan kepada Panlak. Panlak memegang uang tdak
boleh lebih dar 20 hard, jika uang yang diberikan oleh bendahara desa masih
sisa selama 30 hari maka vang tersebut wajib dikembalikan kepada bendahara
desa. Uang vang dikembalikan dari panitia pelakeana terhadap bendshara
desa wajib menggunakan berita scara dan kuitansi sebagal tanda bukti
Bendahara desa menurut Peraturan Bupati Semarang Numor 8¢ Tahun 2017
juga tidak boleh memegang uang lebih dari Rp 15.000.000, jika melebihi Rp
15.000.000 maka vang tersebut harus dikembalikan kerekening desa.

Pelaksanaan pemotongan pajak bisa dilakukan oleh aparat desa jika
penfual tidak melikukan pemotongan pajak secara langsung, pemotongan
pﬁihmﬁmuﬁrﬂkmhhmﬂplmdmm
Hm;pujnkmdipﬂmnhnﬂﬂmihnhmdlhnﬁhmdmmhk
dieatat di buku pajak dan dibust untuk lampiran SP.J tahun berjalan,

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS STIE AMA SALATIGA 2008



Pengeiolaan Dana Desa [ex. Kecurangan) | 17

rill dan indeks bisa saja terindi dalam

harga rill dan kuantitas yang diperiukan. Jika harga rill lebih rendah dengan
indeks harga maka tim penyusun APBDes akan menganggarkan barang sesuaj
dengan kebutuhan dan sesuai dengan harga indeks, saat membuat SPJ harga
vang digunakan akan mengilouti harga rill vang ada di pasar dan pada saat
bulan Juli tahun berjalan akan membuat APBdes perubahan. Di APBDes
perubahan jika ada sisa anggaran bisa digunskan untuk kegiatan lain tetapi
tetap harus dilaporkan di SPJ. Hal ini sesuai dengan yvang disampaikan olch
ibu Y selaku Sckretaris Desa Bringin.

Kita kalau sudah tau ini harganye diposar lebith tinggi kuantitemypa kit
rambah horusnya kobutuhannga 20 kite tulis 30 misalnya. Tapé mant
dipertanggungiawaban kita tetap gunakan harga yang rill jadi misalnya
kita balinya 20 ya buat 20 dengan harga rill dipasar, Kalau harganya lobih
rendah fetap sama kaye indeky soalnyg jogani takul kolew noik, balau
misalnya sempai peloksena tidak nalk i nanel dibulan Juli ada pang
narnenya APBDes perubaben ®

Tahap penatausahaan di Desa Bringin dilakukan oleh bendahara desa,
bendahara desa membuat 3 buku wajib vaitu buky kas umum, buku bank desa
dan buku kss pembantu pajak. Dalam pengelolaannya bendahara tidak hanya
membuat 3 buku itu saja tetapi juga membuat berlta acara pemeriksaan kas
dan berita acara serah terima dana. Berita acara serah terima dana ini ada dua
macam yaitu serah terima dana saat bendahars menyerahkan dana kepada
Panlak untuk melakukan belanja dan juga serah terima saat Panlak
menyerahkan dana kepada bendahara karena kelebihan dana. Berita acara
periksaan kas dibuat untuk mengecek vang vang ada dibendabara desa. Hal
ini sesuai dengun yang disampaikan oleh ibu § selaku Bendshara Desa
Bringin.

“Phkunya ity ada buky kas umum, baky bank dan buku pajak, nen

Bemndahara buat bukunya kermudion diseralin ke sekdes buot dicek. Sapa

Jjuga buat berita secak terima dana dan berita acara pemeriksaan kes.”

Tahap keempat adalah pelaporan, laporan realisasi pelaksanaan dibuat
oleh sekretaris desa, laporan realisasi ini dibuat untuk melibat dana vang
terealisasi dalam anggarkan APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan di Desa
Bringin yaitu laporan realisasi perbualan, semester, akhir tahun. Laporan
realisasi perbulan dilaporkan setiap kali tutup buku, laporan semester
pertama di Japorkan bulan Juli tahun berdalan dan laporan akhir tahun
dilaporkan pada bulan Januari. Hal ini sesuai dengan vang disampaikan oleh
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fbu Y selaku Sekretaris Desa Bringin. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan
oleh ibu ¥ selaku Sekrotaris Desa Bringin,

“Dari SPJ todi kon sudah tou sonti dilihet melohd APBDes yang sudah
terealisasi yang mana yang belum yang mane don sudah 100 persen apa
belum. Laporon realisasi itu biase kito perbulan oda, loporan realisasi
semester ada, leporan pertohun oda. Laporen realisesi peloksanaon
diloporkan ke kecomaton, ke juga horva lepor ke BPD dan fokoh
masyarkat juge sebagai buktf pertanggungiawaban.”

Tahap kelima dalam pengelolaan Dana Desa  adalah
pertanggungjawaban, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksansan
APBDes akhir tahun vang sudah dibuat oleh sekretaris desa akan dilaporkan
ke kecamatan sebagai bukti telah terealisasikannya Dana Desa yang dibuat di
APBDes. Pelaporan yang ini akan dilaporkan oleh aparat desa paling lambat
akhir bulan pertama selanjutnya, laporan yang akan di laporan ke kecamatan
sudah harus lengkap dengan lampiran yang dibutuhkan. Lapiran tersebut
adalsh laporan program pemerintah dan pemerintah desa yang masuk ke
desa, laporan kekayaan desa tahun berkenaan dan lzporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APRDes.

Pertanggungjawaban vang dilakukan oleh aparat desa kepada
masyarskat adalah memasang spanduk pada masing-masing dusun yang ada
di Desa Bringin supaya mempermudah masyarakat untuk melihat dana yang
diperoleh desa dan proses pekerinan desa selama dana digulickan. Aparat desa
juga sedang dalam proses pembuatan website tentang pengelolan Desa
Bringin supaya masyrakat bebas melihat seperti profil Desa Bringin, APBDes,
Laporan realisasi dan semua kegiatan atau pengumuman yang berkaitan
dengan Bringin. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu ¥ selaku
Sekretans Desa Bringin.

“Rigsanya kalau kita buar MMT, kita punpa 6 dusun jodi semuanya ada

terus disinin dikontor fuga ada. Terus ind yang terbaru emang lagi proses ga

kita ada website jordi masyarakat bebas mau buka website kita, isinga ya
pengurTman-pengumunrgn seperti APBDes, tertis kifa man buat proyek
apa takap sat ini nah nantt kita pasang disit dan lain-lainnya.”
d. Contoh Pemanfaatan Dana Desa (Pembuatan Jalan di RT 6
RW g Dusun Kiopo)

Masyarakat desa melakukan musdus untuk pembangunan desa, setalah
melakukan musdus masyvarakat sepakat untuk melakokan pembuatan jalan di
RT & RW 3 dusun Klopo. Kesepakatan tersebut akan dibahas kembali saat
musdes hingga muncul di APBDes. Setelah APBDes muncul, pertamakali
Panlak membuat SPP untuk tahap satu sesuai dengan kegiatan yang akan
dikerfakan. SPP yang dibuat akan diberikan bendahara untuk diverifikasi dan
mencairkan dana bersama bendahara. Usang vang sudah dibendahara akan
langsung diberikan kepada Panlak menggunakan berita acara serah terima
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dana sebagai bukti penyerahan uang. Setelah uang cair, TPK akan rapat antuk
musyawarah tentang kegiatan yang berkaitan dengan dengan pembuatan jalan
seperti membahas mulainys pelaksanaan pembuatan jalan, belaja buhan
kegintan atau tuksng dalam pengelolaan keglatan pembuatan jalan. Hasil
musyawarah vang telah disepakati oleh TPK akan dikonsultasikan kepada
kepala desa untuk meminta persetujuan pelaksanaan permbuatan jalan.

Saat TPK membeli barang akan mendapatkan nota sebagai tanda buksi
pembelian, nota tersebut akan dikumpulkan oleh ketun TPK atau Panlak
untuk dicatat dalam buku kas pembantu kegiatan. Jika dalam pembelian
terscbuat semuanya sudsh terbeli nota akan diberikan langsung kepads
bendahara desa, tetapi biasanya bendahara akan menerima nota diakhir
kegiatan beserta bukti-bukti lainnya yaitu daftar hadir tukang, daftar tanda
terima tukang (honor) dan foto kegiatan. Hal ini sesuai dengan vang
disampaikan oleh ibu 8 selaku Bendahara Desa Bringin.

“Jadi misalnyakan belonfanys banyak kolau sotu nota sudah selesol bisa
langsung dikumpulban ke supe buat SPJ korena saya kan hanya
mengumpilkan kuwitenst-kudtunst dari Panlak i Ketika belanjanya belum
selesai misalmya baru beli pasir dikasih nota, besok bell batu dikasih nova,
kalau kaya gity blasanya dikumpul duly df Panlok. Kalow saya basanya
mintanya setelah selesol keginten fadikan tidak hango nota kalau fisik itu
ada daftar hadir tukang, daftar tanda terima homor dan foto kegiatan dari o
persen Jo persen, 80 persén dan 100 persen.”

Setelah keglatan tmhap satu selesal dilaksanakan Panlak akan membuat
5P sesuai dongan dana dan kegiatan yang ada. SPJ yang sudah dibaut akan
diberikan kepada bendaharn desa untuk disusun bersama SPJ dari Panlak
lainnya dan menambahkan bukti lampiran vang berkaitan dengan kegiatan di
SPJ. SPJ vang sudah diselesaikan olebh bendahara lhu diverifikasi oleh
sekretans desa dan diberikan oleh kepala desa untuk dicek kembali, SPJ vang
sudah dicek akun dibawa ke kecamatan untuk dikumpulkan.

5. Pembahasan

Secara umum tahapan pengelolsan Dana Desa telah dilaksanakan
dengan baik dalam arti sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah
yaitu PEMENDAGRI No.u3 tabun 2014, akan tetapi terdapat beberapa
perbedaan dalam implementasi tahapan pengelolaan Dana Desa di Desa
Popongan dan Desa Bringin, yaitu pada tahapan pelaksanaan, pelaporan dan
pertanggungjpwaban. Berikut disajikan Tabel 2 ;

Tabel 2-2, Perbandingan Tahapan Siklus Pengelolaan Dana Desa di Desa
Popongan dan Desa Bringin
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" Tahapan Siklus
_Pih._ﬂ]ﬂlll.ﬂ. DD

Desa Bringin

1

Panlak akan membuat
daftar rincinn
pengeloloan desa dasa
vang akan di
musyawarahkan melalu
musdes hingga muneyl
APBDes. APBDes vang
dizgetujul akan dibawa
ke Kecamatan Bringin

Bendahara akan
menerima pemotongan
pajak setelah Panlak
melakukan  pembelian
Panlak hanya membuat
5P saja sedangkan
lampirannya akan
dilengkapi oledh
bendahara.

Bendahara desa
membuat  buku  kas
wmum, buku bank, buky
pajak, berita acara serah
terima dan berita acira

pemeriksann kas.

Sekertans desa
membuat laporan
realisasi peksanasn
APBDes sebanyak 3 kali

tentang
APBDes ferta memililka
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Tahapan Siklus
P lolaan DD Desa Popongan Desa Bringin

AFBDws seria | rencanan akan
mempéerbalehkan membuat websile
masyarakat  melihat | tentang desa.

SPJ
“Sumber - Duta primer yang diotah, 2018

Pada tahap pelaksanaan terdapat perbedaan dalam hal melakukan
pemotongan pajak dan juga pembuatan lampiran SPJ di masing-masing desa.
Di Desa Popongan Dana Desa vang sudah dicairkan oleh bendahara akan
langsung dipotong pajak dan diberikan kepada Panlak untuk memulai
pelaksanaan keglatan yang terkalt. Ketika pemotongan pajak dilakukan di
awal maka pajak vang dipotong belum merupakan pajak vang rill sehingga
bendahara akan melakukan pekerjaan dua kali saat melakukan penyesuaian
pemotengan pajak dengan bukti transaksl, dampak dari pemotongan pajak
seperti ini akan menyebabkan pusing bendahara saat bendahara fupa dalam
menyesuaian pajak di buku pajak dan nota yang ada serta pemborosan waktu,
SPJ di Desa Popongan keseluruhannya dibuat oleh Panlak terinasuk lampiran
berupa bukti-buktl seperti nota, daftar hadir pekerja dan foto kegiatan.
Sedangkan bendahara desa hanya mengecek kelengkapan dan memasukan
bukti-bukti yang bendahara buat sepertl buku kas umuom, buku pajak, buku
bank dan berita acara serah terima. Di Desa Bringin Dana Desa vang sudah
dicairkan oleh bendahara akan diberikan kepada Panlak untuk memulai
pelaksanaan keglatan yang terkait. Setelah melakukan pembelian Panlak
menyetorkan uang pajak kepadas bendahara. Buliti transaksi yang terkait
dengan pelaksanaan kegiatan akan dipegang oleh Panlak teriebih dahulu
hingga kegiatan selesai, setelah kegiatan selesai bukti yang terkait dengan
pelaksanaan kegiatan akan diberikan kepada béndahara untuk lampiran SPJ
sedangkan SPJ akan dibuat oleh Panlak dengan menggunakan buku
pembantu kegiatan milik Panlak. Tetapi walaopun keduanya mengalami
perbedasan dalam pelaksanaan, perbedaan tersebut tetap sesual dengan aturan
yang dibuat oleh pemerintah.

Tahap yang berbeda selanjutnys adalsh pelaporan, di Desa Popongan
sekretaris desa hanya membuat 2 laporan realisasi yaitu semesteran (laporan
realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama) dan akhir tahun (laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksansan APBDes akhir tahun) sedangkan
sekretaris di Desa Bringin membust 3 laporan realisasi yaitu perbulan
(laporan realisasi pelaksanaan APBDes perbulan), semesteran (laporan
realisisi pelaksanaan APEDes semester pertama) dan akhir tshun (laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksansan APBDes akhir tabun). Perbedaan
pada tahap ini di Desa Popongan mengikuti aturan pemerintah sedangkan di
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Dess Bringin sparat desa sepakst membuat satu laporan tambahan untuk
mempermudah aparat desa dalam pengelolasn kenangan desa,

Pada tahap pertanggungiawaban, baik di Desa Popongan dan di Desa
Bringin aparat desanya hanya membuat spanduk tentang APBDesa di desa
masing-masing. untuk pemanfastan kedua desa tidak secara rinci
menyampatkan kepada masyvarakat. Sehingga di Desa Popongan
memperbolehkan masyarakar untuk melakukan konfirmasi dengan aparat
desa dengan melibat SPJ jika masyarakat merasa ragn dengan APBDes yang
sudah ditempel aparat desa. Sedangkan di Desa Bringin SPJ hanya boleh
dilihat oleh aparat desa tetapl untuk menanggulangi keraguan masyvarakat
aparat desa berencana akan membuat website yang berisikan keglatan desa
terutama dalam kegistan pelaksanaan pemunfantan keuangan desa.

Saat melakukan pelaksanaan pengelolaan keuangan pihak ekternal atau
pthak kecamatan juga akan melakukan pengawasan untuk mendukung
pengelolaan Dann Desa dengan baik dan benar. Pengawasan yang dilakukan
oleh kecamatan sering disebut dengan kata Monitoring dan Evaluasi (Monev),
Money ini dilakukan satu bulan setelah dana turun ke dess. Dalam
melakukan Monev pihak kecamatan akan memberitshu terlebih dahulu
kepada pihak desa seminggu sebelum Monev dilaksanakan. Pengecekan yang
dilakukan cleh pihak kecamatan adalah mengecek laporan-laporan yang
dibuat cleh aparat desa dan juga pihak kecamatan akan langsung turin ke
lapangan untuk mengecek pelaksanan yang dibuat oleh desa. Fungsi
disdaksnnya Monev in! adalah untuk melihat jalannya kegiatan keuangan
desa sesuni dengan sturan pemerintah yang berlaku saat ini dan juga
meminimalisir kesalahan dalam membuat SPJ dan laporan lainnya yang
berkaitan dengan keglatan pengelolaan kevangan desa. Selain ltu dari hasil
observasi untuk mempermudah aparat desa dalam pengelolaan Dana Desa
dun meminimalisir adanya kesalahan dalam pembuatan laporan, aparat desa
bisa memaksimalkan fungsi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Hal ini
selaras dengan penelitian Wiguna, Yurdarta dan Prayudi (2017) yaitu tujuan
adanya aplikasi SISKEUDES adalah mempermudah aparat desa saal proses
pengelolaan kewangan desa, serta dapat mengendalikan kevangan desa mulai
darf tahapan perencanaan hingga pertanggungiawaban.

6. Kesimpulan

Seluruh tahap dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Popongan dan
Desa Bringin sudah dilakukan dengan baik meskipun dalam implementasinya
memililki beberapa perbedaan. Hal penting yang menjadi catatan dalam
penelitian Inl adalah kedua desa tersebut pemah mengalami kasus
penyvalahgunaan dana tetapl saat inf kedua desa tersebut memilih untuk
memperketat dalam pengelolaan dana dengan cara, aparat Desa Popongan
lebih memperketat dalam mengikuti aturan pemerintah sehingga bisa
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meminimalisir kesalahan yang terjodi. Sedangkan aparat Desa Bringin lebib
memilih untuk membuat catatan tambahan dalam pengelolaan kevangan
mﬁmmﬂ:uﬂhpnnnmuﬁuﬂpﬂhnhnﬁnmﬂﬂm&mpmhﬂm
secara manual dan komputerisasi (back up data) seperti buku kas umum,
buku pafak dan buku bank.

Dari pihak internal masing-mosing desa telah memperketat dalam
pengelolann keuangan, disisi lain pihak ekternal jugs melakukan Monev untuk
semua desa yang ada di kecamaton secara rutin dan berkala setelah dana
ditorunkan. Manfast adanya monev untuk desa adalah meminimalisiv
mmdmmllmnmgmmmﬂﬂm
keuangan yang ada di desa.

Keterbatasan dalam melakukan penelitian ini adalah kesulitan dalam
mencari data-data yang bersifat sensitif seperti bukti-buktl dan laporan-
laporan terkait dengan pengelolaan keuangan desa, sehingga hanya mendapat
beberapa bukti dan laporan terkait pengelolaan dana desa. Kemudian
keterbatasan narasumber terjadi poda masvarakat desa karena dari hasil
wawancara masyarakat tidak ingin fkut campur dalam pengelolaan kenangan
dana desn, masyarakat hanya berpikir bahwa apa yang diinginkan oleh
masvarakat sudah dipenuhi desa.

Saran dalum penelitian ini adalah Desa Popongan biss membuat
backup data seperti vang dilakokan oleh Desa Bringin vaitu secars manual
dan komputerisasi atau bisa juga mengoptimalkan SISKEUDES untuk
membantu pembukuan, dalam proses pertanggungjawaban akan lebih jika
diinhhmhmh&chrmhuﬁmhh{hmnﬂmmﬁqmm
dnmdmdmhiunﬂlih-tulehmpunju_mnhpnnpnhmmujup
mengumurnkan atau membuat spanduk tentang laporan realisasi APBDes
sebagai bentuk pertanggungiawaban aparat desa kepads masyarakat supaya
tidak terdapat keraguan pada masvarakat. Desa Bringin seharusnya
mwuqmdu:hhhmﬂum:mmmmmmhmm
atau mengumumkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Bringin
untuk meminimalisir keraguan masyarakat. Serta secepatnya merealisasikan
pembuatan website tentang desa Bringin supaya lebih transparan. Saran
untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian terkait asas-asas
disiplin anggaran, serta memperluas objek penelitian,
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